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ABSTRAK

Harmonisasi hukum sebagai proses dan pembentukan peraturan perundang-undangan
bertujuan untuk menyelesaikan inkonsistensi dan penyimpangan antara norma-norma hukum
dalam peraturan perundang-undangan dalam rangka menciptakan peraturan perundang-
undangan nasional yang harmonis, dalam arti keserasian, keseimbangan, keutuhan,
konsistensi, dan ketaatan. . Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan memberikan kewenangan kepada Biro Hukum
Provinsi untuk menyelaraskan, menyatukan, dan memantapkan Rancangan Peraturan Daerah
dengan mengizinkan instansi vertikal dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yaitu
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, untuk berpartisipasi. Kanwil
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat merupakan instansi vertikal
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang berkedudukan di
Provinsi, dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia. Indonesia. Kanwil Kemenkum HAM Sumbar ikut serta dalam harmonisasi Perda
sebagai tim yang terdiri dari Kanwil Kemenkum HAM Sumbar, Biro Hukum Provinsi,
akademisi, dan aparat penegak hukum. Topik yang akan ditelaah dalam penelitian ini adalah
pertama, apa peran Kanwil Kemenkum HAM Sumatera Barat dalam harmonisasi peraturan
daerah di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018. Kedua, bagaimana Perda di Provinsi
Sumatera Barat Tahun 2018. Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera
Barat menjalankan amanatnya untuk harmonisasi peraturan daerah di Provinsi Sumatera
Barat tahun 2018? Penelitian hukum empiris diterapkan dalam kasus ini. Wawancara dan
studi dokumen digunakan untuk memperoleh data. Data yang terkumpul diperiksa secara
subjektif dan disajikan secara deskriptif. Pertama, peran Kanwil Kementerian Hukum dan
HAM Provinsi Sumatera Barat dalam rangka harmonisasi Perda Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2018 terbatas pada instansi yang dicakup oleh Biro Hukum Provinsi Sumatera Barat.
Sumatera sebagai koordinator harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah, sesuai dengan
temuan penelitian dan pembahasan. Kedua, pada saat harmonisasi Peraturan Daerah Provinsi
Sumatera Barat tahun 2018, Kanwil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi
Sumatera Barat mengalami kesulitan teknis karena Biro Hukum Provinsi Sumatera Barat sub
-optimal SDM dalam harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah.


